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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENRTAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI

PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang a. bahwa aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum

(SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam

pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan

penyelesaian sengketa serta menginventarisasi

permasalalral hukum yang sedang dialami oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara di Badan

Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu atau Lembaga Peradilan;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihar Umum Nomor 2469(TIK.O2-

SD/5312O24 perihal Penunjukan Petugas Admin dan

Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum
(SIKUM) Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur
organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Konawe Utara perlu ditetapkan

perubahan Admin dan Operator Sistem Informasi

Permasalahan Hukum (SIKUM);

d. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Utara tentang Penetapan Admin dan Operator
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Mengingat:

Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Utara;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O8 Nomor 61, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09

Nomor 1,12, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O08 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2O24 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor la2, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 ter,tang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Ttrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
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Menetapkan

KESATU

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2O23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tlrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keda

Selretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum lhbupaten/Kota Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 202lNomor 1258);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN ADMIN

DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN

HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

Menetapkan n€una-n€una Admin dan Operator Sistem

Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

sebagaimana tercantum dalam L,ampiran Keputusan yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Admin dan Operator sebagaimana dimkasud dalam Diktum

KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Admin Sikum merupakan penanggung jawab dalam

pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai

berikut:

a. mengelola data pengguna aplikasi SIKUM pada wilayah

satuan kerja;

b. mengelola data perkara pada wilayah satuan kerja;

c. mengakses format dokumen pen€rng€rnan permasalahan

KEDUA
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hukum pada wilayah satuan kerja; dan

d. mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian

sengketa hukum pada wilayah sataun keq'a.

2. Operator Sikum bertugas untuk membatu admin dengan

tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. mengelola data perkara pada wilayah sataun keda;

b. mengakses format dokumen penanganurn permasalahan

hukum pada wilayah satuan kerja; dan

c. mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian

sengketa hukum pada wilayah satuan kerja.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 13

Tahun 2022 tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem

Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di tingkat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu

pada tanggal 28 Januai2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA,

MUHAMMAD HARIS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

epala Sub Bagran Teknis Penyelenggaraan
u dan Hukum,
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I-A.MPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM
(SIKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Sub Bagran Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,u

No. NAMA/NIP L/P JABATAN PENUGASAN

1 BAHRUDDIN, S.SI.

NIP. 1973 1810197301 1005

KASUBAG TEKNIS

PEI{YELENGGARAAN

PEMILU DAN HUKUM

ADMIN

2 ARISTO HELVALEX MEKUO, S.H.

NIP. 19970515202506 1004
L

PEI{YIJSUN MATERI

HUKUM DAN

PERUNDANG.

UNDANGAN

OPERATOR

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM

(SIKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

L
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